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Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-
Nya sehingga buku ajar Hukum Adat ini dapat diselesaikan. Buku 

ini disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum serta 
sebagai referensi akademik bagi dosen, peneliti, dan pemerhati hukum 
adat di Indonesia.

Hukum adat merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional 
yang mencerminkan identitas dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Dalam 
perkembangan ketatanegaraan modern, hukum adat tidak lagi dipahami 
sebagai hukum tradisional yang statis, melainkan sebagai hukum yang 
hidup (living law) dan terus berinteraksi dengan hukum nasional serta 
perkembangan global.

Buku ini disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester 
(RPS) Hukum Adat yang dikembangkan dalam forum akademik, serta 
dilengkapi dengan pendekatan teoritis, analisis normatif, studi kasus, dan 
model pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE). Dengan 
demikian, buku ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman 
konseptual, tetapi juga melatih kemampuan analitis mahasiswa dalam 
membaca dinamika hukum adat kontemporer.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. 
Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan demi 
penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat, serta memperkaya 
khasanah literatur hukum nasional.
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Prakata

Buku ajar ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif 
mengenai hukum adat dalam perspektif historis, sistematis, dan 

kontekstual. Pembahasan dimulai dari konsep dasar hukum adat, sistem 
dan coraknya, masyarakat hukum adat, hingga bidang-bidang hukum 
adat seperti kekayaan, tanah ulayat, delik, dan peradilan adat. Selanjutnya, 
buku ini juga mengkaji relasi hukum adat dengan hukum nasional, hak 
asasi manusia, lingkungan hidup, serta dinamika kontemporer.

Struktur buku dirancang secara bertahap dan sistematis agar 
mahasiswa mampu memahami hukum adat tidak hanya sebagai norma 
tradisional, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum plural Indonesia. 
Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif, historis, dan 
sosio-legal, disertai studi kasus aktual dan model pembelajaran berbasis 
proyek dan kasus.

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan mahasiswa memiliki 
kemampuan untuk:

1.	 Memahami karakteristik hukum adat sebagai living law.
2.	 Menganalisis konflik antara hukum adat dan hukum nasional.
3.	 Menyusun argumentasi hukum berbasis data dan norma.
4.	 Mengkaji peran masyarakat hukum adat dalam konteks pembangunan 

dan perlindungan lingkungan.
Semoga buku ini dapat menjadi referensi utama dalam pembelajaran 

Hukum Adat di perguruan tinggi.
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BAB 1
Konsep Dasar Hukum Adat 

Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan Bab 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.	 Menjelaskan secara komprehensif perbedaan antara adat, kebiasaan, 
hukum, dan hukum adat.

2.	 Menguraikan perkembangan pemikiran para sarjana mengenai 
hukum adat.

3.	 Menganalisis kedudukan hukum adat sebagai living law dalam sistem 
hukum Indonesia.

4.	 Menunjukkan relevansi hukum adat dalam konteks sosial, historis, 
dan konstitusional Indonesia.

A.	 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman sosial 
dan budaya yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut tercermin dari 
keberadaan ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, sistem kekerabatan, 
serta pranata sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam 
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2 HUKUM ADAT

konteks ini, hukum tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai produk 
negara semata, melainkan juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial yang 
hidup di tengah masyarakat. Salah satu manifestasi dari hukum yang hidup 
tersebut adalah hukum adat.

Hukum adat telah ada jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia 
dan sebelum masuknya sistem hukum Barat melalui kolonialisme. Dalam 
masyarakat tradisional Nusantara, hukum adat berfungsi sebagai pedoman 
hidup bersama yang mengatur hubungan antarindividu, antara individu 
dan kelompok, serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. 
Oleh karena itu, mempelajari hukum adat berarti memahami akar historis 
dan sosiologis dari sistem hukum Indonesia.

Bab ini disusun sebagai landasan konseptual bagi seluruh pembahasan 
hukum adat pada bab-bab selanjutnya. Tanpa pemahaman yang kuat 
mengenai konsep dasar hukum adat, mahasiswa akan mengalami kesulitan 
dalam menganalisis isu-isu lanjutan seperti masyarakat hukum adat, hak 
ulayat, konflik agraria, maupun relasi hukum adat dengan hukum nasional.

B.	 Konsep Adat dan Kebiasaan

Pengertian Adat

Istilah adat memiliki beberapa pandangan mengenai asal-usulnya. 
Sebagian pendapat menyatakan bahwa kata adat berasal dari bahasa 
Arab ‘ādah yang berarti kebiasaan, yaitu sesuatu yang dilakukan secara 
berulang-ulang hingga menjadi praktik yang lazim dalam kehidupan 
sehari-hari. Sementara itu, Prof. Amura berpendapat bahwa istilah adat 
berasal dari bahasa Sanskerta, yang telah digunakan oleh masyarakat 
Minangkabau sekitar 2000 tahun yang lalu. Menurut beliau, kata adat 
berasal dari dua unsur kata, yaitu a yang berarti tidak dan dato yang berarti 
sesuatu yang bersifat kebendaan, sehingga adat dimaknai sebagai sesuatu 
yang tidak bersifat kebendaan. Pandangan ini menegaskan bahwa adat 
tidak hanya dipahami sebagai perilaku lahiriah, tetapi juga sebagai nilai 
dan norma yang bersifat immaterial.



BAB 2
Sistem dan Corak Hukum Adat

Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari Bab 2 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.	 Menjelaskan pengertian sistem dan corak hukum adat secara 
konseptual.

2.	 Mengidentifikasi ciri-ciri utama corak hukum adat Indonesia.

3.	 Menganalisis sistem hukum adat berdasarkan struktur sosial 
masyarakat.

4.	 Mengaitkan sistem dan corak hukum adat dengan realitas sosial dan 
budaya masyarakat Indonesia.

A.	 Pengertian Sistem dan Corak Hukum Adat

Dalam kajian hukum adat, istilah sistem dan corak digunakan untuk 
menjelaskan pola keteraturan serta karakteristik dasar hukum adat yang 
hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penggunaan kedua istilah ini 
menegaskan bahwa hukum adat bukanlah sekadar kumpulan aturan yang 
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berdiri sendiri, melainkan suatu bangunan norma yang tersusun secara 
teratur dan memiliki ciri khas tertentu.

Sistem hukum adat merujuk pada susunan atau struktur norma-
norma adat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang 
utuh. Sistem ini mencakup berbagai unsur, seperti norma adat yang 
mengatur perilaku masyarakat, lembaga atau pemangku adat yang 
berwenang menegakkan norma tersebut, serta mekanisme penyelesaian 
sengketa yang berlaku dalam komunitas adat. Dengan demikian, sistem 
hukum adat menunjukkan bagaimana hukum adat bekerja secara nyata 
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Melalui pendekatan sistem, dapat dipahami bahwa hukum adat 
memiliki logika internal dan keteraturan tersendiri. Setiap norma adat 
tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mendukung 
untuk menjaga keseimbangan sosial. Apabila terjadi pelanggaran adat, 
respons masyarakat tidak dilakukan secara acak, tetapi melalui mekanisme 
yang telah dikenal dan diterima bersama.

Sementara itu, corak hukum adat menggambarkan sifat-sifat khas 
atau karakter umum hukum adat yang membedakannya dari sistem 
hukum lain, khususnya hukum Barat. Corak hukum adat tidak hanya 
bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, 
dan religius yang dianut oleh masyarakat adat. Oleh karena itu, untuk 
memahami hukum adat secara utuh, tidak cukup hanya melihat aturan 
yang berlaku, tetapi juga harus memahami nilai dan pandangan hidup 
yang melatarbelakanginya.

Pemahaman mengenai sistem dan corak hukum adat menjadi penting 
karena menunjukkan bahwa hukum adat merupakan suatu sistem hukum 
yang memiliki pola, prinsip, dan logika tersendiri. Hal ini sekaligus 
menegaskan kedudukan hukum adat sebagai hukum yang hidup (living 
law) dan berfungsi nyata dalam mengatur kehidupan masyarakat.



BAB 3
Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Setelah mempelajari Bab 3 ini, mahasiswa 
diharapkan mampu 

1.	 Memahami konsep MHA secara teoritis & konstitusional
2.	 Menguasai unsur MHA berdasarkan Putusan MK
3.	 Menganalisis faktor pengikat dan bentuk MHA
4.	 Memahami hak ulayat sebagai identitas dan hak kolektif
5.	 Bersikap kritis terhadap isu aktual MHA (agraria, SDA, pembangun

A.	 Pengertian dan Unsur Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan kelompok masyarakat yang 
secara turun-temurun hidup dalam suatu wilayah tertentu, memiliki 
identitas budaya yang khas, serta diikat oleh norma hukum adat yang 
masih hidup dan dipatuhi. Keberadaan MHA menunjukkan bahwa hukum 
tidak hanya lahir dari negara, tetapi juga tumbuh dari kesadaran kolektif 
masyarakat yang terorganisasi secara sosial dan budaya.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengertian MHA tidak 
dapat dilepaskan dari perkembangan hukum konstitusional. Mahkamah 
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Konstitusi (MK) melalui berbagai putusannya telah memberikan kriteria 
atau unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu komunitas dapat 
diakui sebagai masyarakat hukum adat. Pendekatan ini penting untuk 
memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah klaim sepihak atas 
status MHA.

Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, unsur-unsur 
masyarakat hukum adat antara lain meliputi: (1) adanya sekelompok 
masyarakat yang memiliki perasaan sebagai satu kesatuan; (2) adanya 
pranata pemerintahan adat; (3) adanya wilayah adat yang jelas; (4) adanya 
norma hukum adat yang masih ditaati; dan (5) adanya harta kekayaan atau 
benda-benda adat yang dikelola secara bersama. Unsur-unsur ini bersifat 
kumulatif dan saling berkaitan satu sama lain.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif dan saling berkaitan. Artinya, 
suatu komunitas tidak dapat disebut MHA apabila hanya memenuhi 
sebagian unsur tanpa memperlihatkan keberlakuan norma adat atau 
tanpa memiliki wilayah adat yang diakui secara sosial. Keberadaan 
harta kekayaan adat, seperti tanah ulayat, hutan adat, atau benda-benda 
budaya, turut memperkuat struktur komunal masyarakat, karena menjadi 
dasar bagi pengelolaan sumber daya dan mekanisme distribusi yang 
mencerminkan nilai-nilai adat.

Pengakuan negara terhadap unsur-unsur tersebut menunjukkan 
bahwa MHA bukan sekadar kelompok etnis atau komunitas budaya, tetapi 
merupakan subjek hukum kolektif yang memiliki hak dan kewajiban. 
Dengan status tersebut, MHA berhak memperoleh perlindungan terhadap 
wilayah adat, identitas budaya, serta sistem hukum yang mereka anut. Oleh 
karena itu, analisis terhadap MHA harus dilakukan secara komprehensif, 
yaitu dengan memperhatikan unsur sosial, historis, antropologis, dan 
yuridis secara bersamaan. Pendekatan yang menyeluruh diperlukan agar 
pengakuan terhadap MHA tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-
benar mencerminkan eksistensi mereka sebagai entitas hukum yang hidup 
dan berdaulat dalam ruang sosial dan budaya mereka sendiri.



BAB 4
Sumber dan Asas Hukum Adat

Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari Bab 4 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.	 Menjelaskan pengertian dan jenis-jenis sumber hukum adat.

2.	 Menguraikan perbedaan karakter sumber hukum adat dengan sumber 
hukum positif tertulis.

3.	 Menganalisis peran sumber hukum adat dalam pembentukan dan 
keberlakuan norma adat.

4.	 Menjelaskan asas-asas utama hukum adat dan maknanya dalam 
kehidupan masyarakat.

5.	 Menerapkan asas-asas hukum adat dalam analisis peristiwa dan kasus 
konkret.

A.	 Sumber Hukum Adat

Sumber hukum adat merupakan dasar atau asal mula terbentuknya 
norma-norma adat yang kemudian berkembang menjadi aturan hukum 
yang hidup dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum positif yang 
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bersandar pada dokumen tertulis seperti undang-undang, peraturan 
pemerintah, atau keputusan pejabat negara, hukum adat berakar dari 
dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Norma adat tumbuh secara 
organik melalui pengalaman kolektif, kebiasaan, dan pola interaksi yang 
berlangsung terus-menerus antargenerasi.

Karena bersumber dari praktik sosial dan nilai budaya, hukum adat 
tidak statis. Ia berubah mengikuti perkembangan masyarakat, kebutuhan 
sosial, serta perubahan lingkungan. Di satu tempat, suatu kebiasaan dapat 
menjadi aturan adat yang mengikat seluruh komunitas; sementara di 
tempat lain, kebiasaan yang sama bisa jadi tidak memiliki makna hukum 
karena tidak diakui sebagai aturan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa 
sifat sumber hukum adat bukan hanya plural, tetapi juga kontekstual—
terikat pada ruang, waktu, dan pandangan hidup masyarakat yang 
mempraktikkannya.

Dengan demikian, memahami sumber-sumber hukum adat sangat 
penting untuk melihat bagaimana norma adat terbentuk, diterima, dan 
ditegakkan. Sumber hukum adat bukan hanya catatan historis, tetapi 
cerminan nilai-nilai yang menopang kehidupan masyarakat adat dan 
memandu perilaku anggota komunitas dalam berbagai aspek kehidupan 
sosial.

Sumber Asli Hukum Adat

Sumber asli hukum adat adalah sumber yang lahir langsung dari kehidupan 
masyarakat adat tanpa campur tangan dari sistem hukum formal negara. 
Norma-norma ini muncul sebagai respons spontan terhadap kebutuhan 
masyarakat untuk mengatur hubungan sosial, menjaga ketertiban, dan 
melindungi keharmonisan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual 
yang mereka yakini. Dengan kata lain, sumber asli hukum adat tumbuh 
dari kesadaran hukum masyarakat—kesadaran yang tidak tertulis tetapi 
dipahami, diingat, dan ditaati secara bersama.

Dalam banyak masyarakat adat, sumber asli hukum adat terwujud 
melalui praktik dan tradisi yang berlangsung secara turun-temurun. 



BAB 5
Bidang-Bidang Hukum Adat

Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari Bab 5 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.	 Menganalisis penerapan asas-asas hukum adat dalam berbagai bidang 
kehidupan masyarakat adat.

2.	 Memahami karakteristik pengaturan hukum adat dalam bidang 
perorangan.

3.	 Memahami karakteristik pengaturan hukum adat dalam bidang 
keluarga.

4.	 Memahami karakteristik pengaturan hukum adat dalam bidang harta 
kekayaan

A.	 Hukum Perorangan Adat

Hukum perorangan adat mengatur kedudukan seseorang sebagai anggota 
masyarakat adat. Dalam hukum adat, seseorang tidak dipandang semata-
mata sebagai individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari komunitas adatnya. Oleh karena itu, status 
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hukum seseorang sangat dipengaruhi oleh keanggotaannya dalam suatu 
masyarakat hukum adat.

Kedudukan perorangan dalam hukum adat berkaitan erat dengan 
faktor-faktor seperti kelahiran, asal-usul, keanggotaan kelompok 
kekerabatan, dan pengakuan masyarakat. Seorang individu memperoleh 
hak dan kewajiban adat sejak ia diakui sebagai bagian dari komunitas 
adat. Hak-hak tersebut dapat berupa hak menggunakan tanah adat, hak 
mengikuti musyawarah adat, serta hak memperoleh perlindungan adat. 
Sebaliknya, individu juga dibebani kewajiban untuk menaati norma adat 
dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam hukum perorangan adat, asas komunal sangat menonjol. 
Kepentingan individu selalu ditempatkan dalam kerangka kepentingan 
bersama. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang individu tidak hanya 
dipandang sebagai kesalahan pribadi, tetapi juga sebagai perbuatan 
yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, 
penyelesaian pelanggaran adat lebih diarahkan pada pemulihan hubungan 
sosial daripada penghukuman individual.

Hukum perorangan adat tidak hanya mengatur status dan kedudukan 
seseorang dalam masyarakat adat, tetapi juga mencerminkan hubungan 
erat antara individu dengan struktur sosial dan nilai budaya yang mengikat 
komunitas. Dalam perspektif adat, identitas seseorang tidak ditentukan 
semata oleh aspek biologis atau administratif, melainkan oleh pengakuan 
sosial yang diberikan oleh komunitas tempat ia menjadi anggota. Dengan 
demikian, kepribadian hukum dalam masyarakat adat merupakan hasil 
interaksi antara faktor genealogis, teritorial, dan sosial-kultural.

Selain itu, hukum perorangan adat juga menegaskan bahwa status 
seseorang berkembang secara bertahap mengikuti siklus kehidupannya. 
Proses ini biasanya ditandai oleh upacara-upacara adat tertentu seperti 
kelahiran, inisiasi, kedewasaan, perkawinan, hingga kematian. Setiap fase 
kehidupan membawa perubahan hak dan kewajiban, serta menentukan 
ruang partisipasi seseorang dalam kegiatan adat dan pengambilan 
keputusan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak 



BAB 6
Hukum Kekayaan dan Transaksi Adat

Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari Bab 6 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.	 Menjelaskan konsep dasar hukum waris adat dalam berbagai 
masyarakat adat di Indonesia.

2.	 Membedakan sistem-sistem kewarisan adat, termasuk sistem 
patrilineal, matrilineal, dan bilateral/parental.

3.	 Menganalisis penerapan sistem waris adat berdasarkan struktur 
kekerabatan yang dianut masyarakat adat.

4.	 Menilai pengaruh nilai-nilai adat seperti asas komunal, keseimbangan, 
dan musyawarah dalam mekanisme pewarisan adat.

5.	 Mengidentifikasi variasi praktik waris adat di berbagai daerah dan 
faktor budaya yang mempengaruhinya.

A.	 Konsep Harta dalam Hukum Adat

Dalam sistem hukum adat, harta kekayaan tidak dipahami semata-mata 
sebagai objek ekonomi yang dapat dipindahtangankan secara bebas. 
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Harta dalam perspektif adat memiliki dimensi sosial, genealogis, dan 
bahkan spiritual. Oleh karena itu, penguasaan dan peredarannya tidak 
hanya tunduk pada kehendak individu, tetapi juga mempertimbangkan 
kepentingan keluarga dan komunitas.

Makna Harta dalam Perspektif Adat

Dalam banyak masyarakat adat, harta dipandang sebagai bagian dari 
kesinambungan generasi. Harta bukan sekadar milik seseorang, melainkan 
titipan leluhur yang harus dijaga untuk anak cucu. Konsep ini terlihat jelas 
pada tanah pusaka, rumah adat, atau benda-benda sakral yang diwariskan 
turun-temurun.

Berbeda dengan sistem hukum perdata Barat yang menekankan hak 
milik individual yang absolut, hukum adat cenderung menempatkan hak 
atas harta dalam kerangka:

1.	 Komunalitas (kepemilikan bersama keluarga atau suku),
2.	 Keterikatan genealogis,
3.	 Fungsi sosial harta,
4.	 Larangan penyalahgunaan hak.

 dengan demikian, hak milik dalam hukum adat bukanlah hak tanpa 
batas, melainkan hak yang dibatasi oleh norma kepatutan dan kepentingan 
bersama.

Klasifikasi Harta dalam Hukum Adat

Secara umum, harta dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi beberapa 
kategori:

1.	 Harta Pusaka
Harta pusaka adalah harta turun-temurun yang diwariskan dari 
generasi ke generasi. Ciri-cirinya antara lain:

a.	 Tidak boleh diperjualbelikan secara bebas,
b.	 Bersifat kolektif (milik keluarga besar atau kaum),
c.	 Memiliki nilai simbolik dan identitas.



BAB 7
Tanah dan Hak Ulayat

Capaian Pembelajaran: setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1.	 Menjelaskan konsep dan karakteristik hak ulayat dalam sistem hukum 
adat Indonesia.

2.	 Menganalisis pengaturan dan kedudukan hak ulayat dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA).

3.	 Menganalisis hubungan antara hak ulayat dan hak menguasai negara 
dalam sistem hukum pertanahan nasional.

4.	 Mengidentifikasi dan menganalisis konflik agraria berbasis adat 
beserta faktor penyebabnya.

5.	 Mengevaluasi mekanisme penyelesaian konflik agraria serta upaya 
perlindungan hak ulayat dalam kerangka hukum nasional.

A.	 Konsep Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan konsep penting dalam hukum adat Indonesia, 
terutama dalam konteks penguasaan tanah dan pengelolaan sumber 
daya alam oleh masyarakat hukum adat. Pemahaman terhadap hak ulayat 
menjadi krusial karena banyak persoalan agraria berakar pada perbedaan 
penafsiran antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat. Dalam 
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hukum nasional, tanah dipandang sebagai objek yang dapat diberi hak 
oleh negara; sementara dalam hukum adat, tanah dipahami sebagai bagian 
integral dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat.

Pada bagian ini, pembahasan dimulai dari pengertian hak ulayat, 
dilanjutkan dengan dasar filosofis yang melandasinya, serta unsur-unsur 
yang menjadi syarat eksistensi hak ulayat dalam praktik masyarakat adat.

Pengertian Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat hukum 
adat atas suatu wilayah tertentu yang menjadi ruang hidup mereka secara 
turun-temurun. Hak ini memberikan kewenangan kepada komunitas 
adat untuk mengatur peruntukan tanah, menentukan siapa yang dapat 
memanfaatkannya, mengelola sumber daya alam, serta memberikan izin 
kepada pihak luar dengan ketentuan adat setempat.

Dalam hukum adat, hak ulayat tidak dipahami sebagai hak kepemilikan 
individual seperti dalam konsep hak milik dalam hukum negara. Hak ini 
bersifat komunal, melekat pada komunitas sebagai satu kesatuan, dan 
tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Selama masyarakat adat masih 
hidup, menjalankan tradisinya, dan mempraktikkan norma adatnya, hak 
ulayat dianggap tetap ada dan dihormati.

Secara sederhana, jika hukum negara mengenal hak milik pribadi, 
maka hukum adat mengenal hak milik komunal yang dikuasai dan dikelola 
bersama-sama berdasarkan kesepakatan adat.

Dasar Filosofis Hak Ulayat

Hak ulayat lahir dari pandangan hidup masyarakat adat, sehingga memiliki 
dimensi filosofis yang kuat. Setidaknya terdapat tiga dasar filosofis utama.

Pertama, hubungan religius-magis antara masyarakat adat dan tanah. 
Dalam banyak komunitas adat, tanah bukan sekadar benda ekonomi, 
tetapi merupakan warisan leluhur dan ruang yang dianggap sakral. Tanah 
dipahami sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang, sehingga 
pemanfaatannya harus dijaga dan dilakukan secara bijaksana.



BAB 9
Peradilan Adat

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1.	 Menjelaskan konsep, fungsi, dan kedudukan peradilan adat dalam 
sistem hukum adat.

2.	 Mendeskripsikan struktur aktor/lembaga serta kewenangan peradilan 
adat dalam masyarakat hukum adat.

3.	 Menganalisis mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian perkara 
dalam peradilan adat (tahapan, pembuktian, putusan, pemulihan).

4.	 Mengevaluasi relasi peradilan adat dengan peradilan negara dan 
keterkaitannya dengan pendekatan restorative justice.

A.	 Struktur dan Kewenangan Peradilan Adat

Pengertian Peradilan Adat

Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran 
norma adat yang dilakukan oleh lembaga/otoritas adat berdasarkan nilai, 
kebiasaan, dan tatanan sosial yang hidup dalam komunitas. Peradilan adat 
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tidak selalu berbentuk “pengadilan” dalam pengertian negara, melainkan 
dapat berupa forum musyawarah yang dipimpin tetua adat/pemangku 
adat untuk mencapai pemulihan harmoni.

Dalam banyak masyarakat adat, peradilan adat memiliki ciri khas:

1.	 berbasis komunitas (komunal),
2.	 mengutamakan musyawarah dan keseimbangan sosial,
3.	 mengarah pada pemulihan (restorasi), bukan semata penghukuman,
4.	 memadukan dimensi sosial–moral–spiritual sesuai keyakinan lokal.

Struktur Peradilan Adat

Struktur peradilan adat bergantung pada sistem sosial tiap komunitas. 
namun, pola umum yang sering ditemukan ialah bertingkat (berjenjang) 
dari lingkup kecil menuju lembaga adat yang lebih luas.

Model umum struktur peradilan adat (contoh tipikal):

1.	 Tingkat keluarga/kerabat: penyelesaian awal oleh keluarga/kerabat 
dekat, bertujuan meredam konflik.

2.	 Tingkat komunitas lokal (kampung/dusun/gampong): dipimpin 
tokoh adat setempat.

3.	 Tingkat lembaga adat (dewan adat/rapat adat/majlis adat): digunakan 
bila perkara lebih kompleks, berdampak luas, atau tidak selesai di 
tingkat bawah.

Tabel 9.1 Struktur dan Aktor Peradilan Adat (Model Umum)

Tingkat Aktor/Lembaga Fungsi Utama Contoh Perkara 
yang Umum

Keluarga/
kerabat

orang tua, paman/
mamak, sesepuh 
keluarga

mediasi awal, 
meredam emosi, 
mencegah konflik 
membesar

perselisihan 
keluarga, 
pelanggaran 
sopan santun



BAB 10
Hukum Adat dan Hukum Nasional

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1.	 Menjelaskan dasar konstitusional pengakuan masyarakat hukum adat 
dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

2.	 Menganalisis bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 
dan Mahkamah Agung (MA) membentuk arah pengakuan dan 
perlindungan hukum adat.

3.	 Menilai bentuk-bentuk relasi hukum adat dan hukum nasional 
(koeksistensi, harmonisasi, konflik, dan integrasi).

4.	 Mengkaji pluralisme hukum Indonesia dan implikasinya bagi 
penyelesaian sengketa, khususnya sengketa tanah, sumber daya alam, 
dan identitas komunitas adat.
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A.	 Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945

Rumusan Pasal dan Makna Pokok

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Rumusan ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar “tradisi 
sosial”, melainkan bagian dari realitas hukum Indonesia yang dapat 
memperoleh pengakuan dan perlindungan konstitusional.

Unsur-Unsur Penting dalam Pasal 18B Ayat (2)

dari norma tersebut, terdapat beberapa unsur kunci yang harus dipahami 
mahasiswa:

1.	 Subjek yang diakui: “kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat”

2.	 Artinya yang diakui bukan hanya adat sebagai kebiasaan, tetapi 
komunitas hukum yang memiliki struktur sosial, wilayah, dan tata 
aturan.

3.	 Objek yang dihormati: “hak-hak tradisionalnya”

4.	 Termasuk (secara umum) hak atas tanah ulayat, pengelolaan sumber 
daya, pranata adat, kelembagaan adat, sampai praktik penyelesaian 
sengketa adat.

5.	 Syarat konstitusional (bersifat kondisional):

a.	 “sepanjang masih hidup” → komunitas dan pranata adatnya masih 
berfungsi nyata.

b.	 “sesuai dengan perkembangan masyarakat” → tidak menutup 
perubahan sosial; adat dipahami sebagai living law yang adaptif.



BAB 11
Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1.	 Menjelaskan hubungan antara hukum adat dan prinsip-prinsip hak 
asasi manusia (HAM).

2.	 Menganalisis praktik hukum adat dalam perspektif perlindungan 
HAM.

3.	 Mengidentifikasi isu gender dan diskriminasi dalam praktik hukum 
adat.

4.	 Mengevaluasi perlindungan hak masyarakat adat dalam kerangka 
instrumen nasional dan internasional.

A.	 Adat dan HAM

Hubungan antara hukum adat dan hak asasi manusia (HAM) merupakan 
salah satu isu penting dalam diskursus hukum kontemporer di Indonesia. 
Hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law) berkembang dari nilai, 
norma, dan praktik sosial masyarakat tradisional. Sementara itu, HAM 
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merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan dijamin dalam berbagai instrumen 
nasional maupun internasional.

Secara konseptual, hukum adat dan HAM memiliki titik temu pada 
pengakuan terhadap martabat manusia dan penghormatan terhadap 
kehidupan bersama. Banyak nilai dalam hukum adat yang justru selaras 
dengan prinsip HAM, seperti musyawarah, keseimbangan, gotong royong, 
penghormatan terhadap sesama, serta penyelesaian konflik secara damai. 
Dalam banyak komunitas adat, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis 
musyawarah mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang juga diakui 
dalam sistem hukum modern.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua norma adat selalu 
sejalan dengan prinsip HAM universal. Beberapa praktik adat tertentu 
dipandang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan 
gender, atau hak individu. Di sinilah muncul ketegangan antara pendekatan 
relativisme budaya (cultural relativism) dan universalisme HAM.

Pendekatan relativisme budaya berpendapat bahwa nilai-nilai HAM 
harus dipahami dalam konteks budaya masing-masing masyarakat. 
Sebaliknya, pendekatan universalisme menekankan bahwa HAM berlaku 
universal tanpa terkecuali. Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang 
berkembang cenderung bersifat dialogis dan kontekstual, yaitu mencari 
titik keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan 
perlindungan hak-hak fundamental.

onstitusi Indonesia memberikan landasan normatif atas relasi ini. 
Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan 
hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan 
zaman dan peradaban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan 
terhadap hukum adat tidak bersifat absolut, melainkan harus selaras 
dengan prinsip-prinsip HAM dan perkembangan masyarakat modern.

Dengan demikian, hukum adat dan HAM tidak harus dipertentangkan 
secara dikotomis, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka harmonisasi 



BAB 12
Hukum Adat dan Lingkungan Hidup

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1.	 Menjelaskan konsep kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan 
hidup.

2.	 Menguraikan peran masyarakat hukum adat (MHA) dalam 
perlindungan hutan dan sumber daya alam.

3.	 Menganalisis konflik antara masyarakat adat dan kepentingan 
industri/tambang.

4.	 Mengevaluasi kontribusi hukum adat dalam pembangunan 
berkelanjutan.

A.	 Kearifan Lokal dan Lingkungan

Hubungan antara hukum adat dan lingkungan hidup sangat erat, karena 
sebagian besar masyarakat hukum adat hidup bergantung langsung pada 
sumber daya alam di sekitarnya. Tanah, hutan, sungai, dan laut bukan 
sekadar objek ekonomi, tetapi bagian dari identitas kolektif, ruang spiritual, 
dan sistem sosial mereka. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan dalam 
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perspektif adat tidak semata-mata didasarkan pada eksploitasi, melainkan 
pada prinsip keseimbangan dan keberlanjutan.

Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah nilai, norma, dan praktik tradisional yang 
berkembang dalam suatu komunitas sebagai hasil pengalaman panjang 
dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dalam konteks hukum adat, 
kearifan lokal tercermin dalam aturan-aturan adat yang mengatur:

1.	 Tata guna lahan,
2.	 Musim tanam dan panen,
3.	 Larangan mengambil hasil hutan tertentu,
4.	 Pengelolaan sumber air,
5.	 Pembagian wilayah berburu dan menangkap ikan.

Contoh nyata kearifan lokal di Indonesia antara lain:

1.	 Sasi (Maluku dan Papua)
Sistem larangan sementara mengambil hasil laut atau hasil hutan 
untuk menjaga regenerasi sumber daya.

2.	 Awig-awig (Bali dan Lombok)
Aturan adat yang mengatur tata kelola air irigasi (subak), penggunaan 
lahan, dan perlindungan kawasan tertentu.

3.	 Hutan Larangan (Sumatera dan Kalimantan)
Kawasan hutan yang tidak boleh ditebang karena dianggap sakral 
atau penting bagi keseimbangan ekologis.

Prinsip utama dalam kearifan lokal adalah keseimbangan antara 
manusia dan alam. Alam tidak dipandang sebagai objek yang dapat 
dieksploitasi tanpa batas, tetapi sebagai bagian dari sistem kosmis yang 
harus dijaga.

Prinsip Ekologis dalam Hukum Adat

Hukum adat sering kali memuat prinsip-prinsip ekologis yang relevan 
dengan konsep pembangunan berkelanjutan, seperti:



BAB 13
Hukum Adat Kontemporer

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1.	 Menganalisis eksistensi hukum adat dalam konteks modernisasi dan 
globalisasi.

2.	 Mengevaluasi dampak digitalisasi terhadap praktik dan kelembagaan 
adat.

3.	 Menilai bentuk rekognisi (pengakuan) negara terhadap hukum adat 
secara kritis.

4.	 Menyusun analisis argumentatif mengenai masa depan hukum adat 
di Indonesia.

A.	 Digitalisasi dan Modernisasi Adat

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law) tidak bersifat statis. 
Ia terus berkembang mengikuti dinamika sosial, ekonomi, politik, 
dan teknologi. Dalam era globalisasi dan revolusi digital, hukum 
adat menghadapi tantangan sekaligus peluang baru. Perubahan pola 
komunikasi, ekonomi, dan mobilitas masyarakat membuat banyak praktik 
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adat mengalami penyesuaian: sebagian nilai tetap dipertahankan, sebagian 
mekanisme diperbarui agar tetap relevan, dan sebagian lainnya mengalami 
pergeseran karena berkurangnya otoritas tradisional atau berubahnya 
struktur komunitas.

Pertama, digitalisasi mendorong perubahan cara adat 
didokumentasikan dan diwariskan. Pada masa lalu, pengetahuan adat 
diturunkan terutama melalui lisan, praktik langsung, dan otoritas tokoh 
adat. Kini, banyak komunitas mulai merekam aturan, sejarah, silsilah, 
wilayah ulayat, hingga ritual adat dalam bentuk arsip digital, video, 
dan dokumen daring. Langkah ini dapat memperkuat pelestarian adat, 
terutama ketika generasi muda semakin banyak berinteraksi dengan ruang 
digital. namun, dokumentasi juga memunculkan pertanyaan: siapa yang 
berhak menyimpan, mengakses, dan mempublikasikan pengetahuan 
adat, terutama yang bersifat sakral atau terbatas? karena itu, modernisasi 
dokumentasi perlu disertai etika dan mekanisme persetujuan komunitas 
agar tidak terjadi komodifikasi atau penyalahgunaan.

Kedua, modernisasi membawa perubahan pada pola transaksi 
dan relasi ekonomi. E-commerce, pembayaran digital, hingga layanan 
keuangan berbasis aplikasi dapat memperluas akses ekonomi masyarakat 
adat. Akan tetapi, perubahan ini juga berpotensi menekan mekanisme adat 
yang berbasis kepercayaan dan pengawasan sosial, seperti kesepakatan 
lisan, gotong royong, atau sistem bagi hasil. Di beberapa kasus, transaksi 
digital yang cepat dan individualistik dapat memperlemah kontrol kolektif 
terhadap tanah, harta pusaka, dan sumber daya komunal. Oleh sebab itu, 
diperlukan adaptasi norma adat agar nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan 
perlindungan komunal tetap terjaga dalam model ekonomi baru.

Ketiga, ruang digital menciptakan arena baru bagi konflik dan 
penyelesaian sengketa. Konflik adat kini tidak hanya terjadi di ruang fisik, 
tetapi juga di ruang media sosial: sengketa batas tanah, klaim identitas, atau 
perselisihan antarkelompok dapat menyebar cepat dan memicu eskalasi. 
Sebaliknya, teknologi juga dapat menjadi alat penguatan penyelesaian 
sengketa, misalnya melalui mediasi berbasis komunitas dengan dukungan 



BAB 14
Studi Kasus dan Penelitian Hukum Adat

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini, mahasiswa mampu:

1.	 Menjelaskan pendekatan metodologis dalam penelitian hukum adat.
2.	 Mengidentifikasi karakteristik penelitian hukum adat sebagai bagian 

dari socio-legal research.
3.	 Menganalisis studi kasus hukum adat berbasis data empiris dan 

normatif.
4.	 Menyusun argumentasi hukum adat yang sistematis, berbasis fakta, 

dan didukung kerangka hukum nasional.

A.	 Metodologi Penelitian Hukum Adat

Penelitian hukum adat memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan 
penelitian hukum normatif pada umumnya. Hal ini karena hukum adat 
merupakan hukum yang hidup (living law), tidak sepenuhnya tertulis, 
dan sangat bergantung pada praktik sosial serta legitimasi komunitas. 
Akibatnya, penelitian hukum adat tidak cukup dilakukan hanya dengan 
membaca peraturan, putusan, atau dokumen resmi, melainkan juga 
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menuntut pemahaman terhadap konteks sosial-budaya masyarakat yang 
menjalankan adat tersebut.

Secara metodologis, penelitian hukum adat umumnya berada 
dalam spektrum penelitian hukum empiris atau socio-legal research, 
yaitu pendekatan yang memadukan kajian norma (apa yang seharusnya) 
dengan realitas sosial (apa yang terjadi). Peneliti tidak hanya memotret 
“aturan adat” sebagai kaidah, tetapi juga meneliti bagaimana kaidah itu 
diterapkan, diperdebatkan, dinegosiasikan, bahkan berubah dari waktu 
ke waktu. Dengan demikian, objek utama penelitian hukum adat adalah 
interaksi antara norma adat, aktor sosial, dan struktur kekuasaan yang 
memengaruhi keberlakuan norma tersebut.

Dalam praktiknya, metodologi penelitian hukum adat biasanya 
mencakup beberapa ciri penting berikut.

1.	 Pendekatan Kontekstual
Hukum adat selalu terkait dengan struktur kekerabatan, sistem 
kepemilikan, kepercayaan, dan organisasi sosial setempat. Karena 
itu, peneliti perlu memahami konteks komunitas: siapa pemangku 
adatnya, bagaimana mekanisme musyawarah bekerja, nilai apa yang 
dianggap adil, dan bagaimana sanksi sosial dijalankan.

2.	 Penggunaan Data Primer dan Empiris
Sumber utama hukum adat sering berupa pengetahuan lisan dan 
praktik sosial. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara 
mendalam (tokoh adat, masyarakat, pihak yang bersengketa), 
observasi partisipatif (mengikuti proses musyawarah, ritual, atau 
praktik pengelolaan sumber daya), serta studi kasus konflik atau 
transaksi yang benar-benar terjadi.

3.	 Triangulasi dengan Data Normatif
Meskipun berorientasi empiris, penelitian hukum adat tetap 
memerlukan landasan normatif. Peneliti perlu mengkaji relasi hukum 
adat dengan hukum nasional: misalnya pengakuan konstitusional, 
regulasi sektoral (pertanahan, kehutanan, pesisir), serta putusan 
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Glosarium 

‘ādah	 :	kebiasaan yang dilakukan secara 
berulang-ulang hingga menjadi praktik 
yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. 

Adat Basandi Syara’	 :	falsafah hidup masyarakat Minangkabau, 
Sumatera Barat, yang berarti adat 
berlandaskan syariat Islam, dan syariat 
Islam berlandaskan pada Al-Qur’an dan 
Sunnah. 

Adat Law	 :	aturan tidak tertulis yang tumbuh, 
berkembang, dan dipertahankan oleh 
masyarakat adat secara turun-temurun, 
serta memiliki sanksi adat jika dilanggar.

Adat	 :	adat adalah kebiasaan, aturan, norma, 
atau tradisi yang dilakukan secara 
turun-temurun dan diakui oleh suatu 
kelompok masyarakat sebagai bagian 
dari kebudayaan mereka. Adat mengatur 
perilaku manusia dalam kehidupan 
sosial, di mana pelanggarannya dapat 
dikenakan sanksi tidak tertulis. 

Ammatoa	 :	pemimpin tertinggi adat sekaligus 
pemangku kekuasaan spir itual 
bagi masyarakat Adat Kajang di 
Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Awig-awig	 :	hukum atau aturan adat tertulis maupun 
tidak tertulis yang dibuat dan disepakati 
oleh masyarakat Desa Adat (Desa 
Pakraman) di Bali dan Lombok.

https://www.google.com/search?q=masyarakat+Adat+Kajang&sca_esv=4f66a6a4a71c61b0&biw=1920&bih=953&sxsrf=ANbL-n5bPtKEZuGxSafTgJOS4fxu3lAYZg%3A1771900135261&ei=5wydaY7RD4-Q4-EPvvj3qAc&ved=2ahUKEwiI6M3XivGSAxXEoGMGHTyCIE4QgK4QegYIAQgAEAQ&oq=Ammatoa++artinya&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEEFtbWF0b2EgIGFydGlueWEyBRAAGIAEMggQABiABBiiBDIFEAAY7wUyCBAAGIAEGKIESJwLUABYAHAAeAGQAQCYAUygAUyqAQExuAEMyAEA-AEC-AEBmAIBoAJTmAMAkgcBMaAHiAKyBwExuAdTwgcDMi0xyAcEgAgA&sclient=gws-wiz-serp
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Beslissingenleer	 :	adalah istilah hukum dari bahasa 
Belanda yang berarti teori pengambilan 
keputusan (decision theory), khususnya 
dalam konteks putusan hakim dalam 
proses peradilan.

Bilateral	 :	dari dua belah pihak atau hubungan 
yang melibatkan dua pihak. Dalam 
konteks internasional, ini merujuk 
pada kerjasama politik, ekonomi, atau 
keamanan yang terjalin khusus antara 
dua negara untuk saling menguntungkan. 

Case-Based Learning	 :	metode pembelajaran aktif di mana 
mahasiswa/siswa mempelajari konsep, 
teori, dan keterampilan dengan 
menganalisis studi kasus nyata secara 
kolaboratif.

Community-based	 :	berbasis komunitas.

Customary law	 :	sekumpulan aturan tidak tertulis yang 
tumbuh, berkembang, dan diakui serta 
ditaati oleh suatu masyarakat adat 
sebagai hukum yang mengikat karena 
memiliki kekuatan sosial. 

Dato	 :	sesuatu yang bersifat kebendaan, sehingga 
adat dimaknai sebagai sesuatu yang tidak 
bersifat kebendaan. 

Genealogis	 :	sistem genealogis–teritorial merupakan 
sistem hukum adat yang memadukan 
unsur hubungan kekerabatan.

Genealogis	 :	kedudukan berdasarkan keturunan.

Gewoonte recht	 :	hukum kebiasaan.

 Huk’m	 :	ketentuan atau perintah.
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In-depth interview	 :	wawancara mendalam.

Informed consent	 :	persetujuan yang sadar.

Jaro	 :	pemimpin adat Baduy.

Kasepuhan	 :	tempat tinggal para sesepuh atau tetua 
adat.

Kaum	 :	golongan, kelompok orang, suku 
bangsa, atau himpunan masyarakat yang 
memiliki persamaan tertentu seperti 
budaya, agama, atau keturunan.

Kepala suku	 :	pemimpin tertinggi atau figur sentral 
yang mengatur suatu suku, klan, atau 
kelompok masyarakat adat, yang 
bertanggung jawab atas masalah sosial, 
hukum adat, dan pelestarian tradisi. 

Kewang	 :	lembaga adat di Maluku yang berfungsi 
sebagai penjaga kelestarian lingkungan, 
baik hutan maupun laut (sering disebut 
polisi hutan dan laut adat).

Krama desa	 :	penduduk yang tinggal dan menjadi 
bagian dari kehidupan desa adat.

Law in books	 :	hukum yang tertulis, terformulasi secara 
sistematis, dan ditegakkan oleh lembaga 
negara 

Lembaga adat desa	 :	organisasi kemasyarakatan yang tumbuh 
dari, oleh, dan untuk masyarakat 
berdasarkan asal-usul, adat istiadat, serta 
nilai budaya setempat.

Leuweung titipan	 :	hutan titipan.

Leuweung tutupan	 :	hutan larangan.

Living law	 :	hukum adat atau hukum tidak tertulis 
yang tumbuh, berkembang, dan diakui 
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oleh masyarakat setempat untuk 
menciptakan ketertiban sosial.

Local wisdom	 :	pandangan hidup, ilmu pengetahuan, 
serta berbagai strategi kehidupan 
berwujud aktivitas yang dilakukan 
masyarakat lokal dalam menjawab 
masalah dan memenuhi kebutuhan 
mereka.

Mahar adat	 :	pemberian dari pihak calon suami kepada 
calon istri yang ditentukan berdasarkan 
ketentuan, tradisi, dan nilai budaya 
masyarakat setempat sebagai bagian dari 
prosesi perkawinan adat.

Makrokosmos	 :	dunia gaib atau roh leluhur.

Mamanda	 :	seni teater tradisional khas etnis Banjar 
dari Kalimantan Selatan yang berakar 
dari kesenian Badamuluk.

Marga	 :	nama keluarga, puak, atau klan yang 
menandakan garis keturunan (biasanya 
patrilineal/ayah) dan menunjukkan asal-
usul seseorang. 

Matrilineal	 :	garis keturunan ditarik melalui pihak ibu.

Matrilineal	 :	sistem adat atau kekerabatan yang 
mengatur alur keturunan, warisan, dan 
suku berdasarkan garis keturunan ibu. 

Mikrokosmos	 :	banyak aturan adat lahir dari pandangan 
bahwa dunia manusia.

Neolokal	 :	pola tempat tinggal setelah menikah di 
mana pasangan suami istri baru menetap 
secara mandiri, terpisah dari keluarga 
pihak suami maupun istri.
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Ngawin panca	 :	perkawinan dengan pemberian mas 
kawin adat yang memiliki makna 
simbolik.

Ninik mamak	 :	pemimpin adat tertinggi dalam 
struktur masyarakat Minangkabau 
yang merupakan kumpulan penghulu 
(datuak) dari berbagai kaum atau klan.

Opinio necessitatis	 :	adalah istilah dalam hukum internasional 
yang berarti keyakinan bahwa suatu 
praktik dilakukan karena dianggap 
sebagai kewajiban hukum (sense of legal 
obligation).

Outcome-Based Education	 :	pendekatan kurikulum yang berfokus 
pada hasil belajar (outcomes) terukur 
yang harus dikuasai mahasiswa saat 
lulus, bukan sekadar penyampaian 
materi.

Outcome-Based Education	 :	pendekatan kurikulum yang berfokus 
pada hasil belajar (outcomes) terukur 
yang harus dikuasai mahasiswa saat 
lulus, bukan sekadar penyampaian 
materi.

Paruman adat	 :	rapat adat.

Pasang ri Kajang	 :	hukum adat yang mengatur kehidupan 
sosial, hubungan dengan alam, dan tata 
pemerintahan komunitas.

Patrilineal	 :	sistem adat kekerabatan yang mengatur 
alur keturunan, warisan, dan identitas 
sosial berdasarkan garis keturunan ayah 
(pihak laki-laki). 
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Patrilineal	 :	sistem adat kekerabatan yang mengatur 
alur keturunan, warisan, dan identitas 
sosial berdasarkan garis keturunan ayah 
(pihak laki-laki).

Patrilineal	 :	sistem adat kekerabatan yang mengatur 
alur keturunan, warisan, dan identitas 
sosial berdasarkan garis keturunan ayah 
(pihak laki-laki). 

Pikukuh	 :	aturan adat.

Positivistik	 :	aliran filsafat dan paradigma penelitian 
yang menekankan bahwa pengetahuan 
yang sah hanyalah berdasarkan fakta 
empiris, data yang terukur, konkrit, dan 
teramati. 

Project-Based Learning	 :	metode pembelajaran yang berpusat 
pada siswa, di mana mereka mempelajari 
topik tertentu dengan cara melakukan 
investigasi mendalam, pemecahan 
masalah, dan menghasilkan karya 
atau proyek nyata dalam jangka waktu 
tertentu. 

Rambu solo’	 :	upacara pemakaman adat sakral 
masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan, 
yang bertujuan mengantarkan arwah 
orang meninggal menuju puya (alam 
baka/surga). 

Rechtskringen	 :	istilah dalam bahasa Belanda yang berarti 
lingkaran hukum atau keluarga sistem 
hukum.

Rekognisi	 :	yakni pengakuan negara terhadap 
keberadaan masyarakat adat beserta 
hak-haknya—ser ing dipandang 
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sebagai langkah maju dalam kerangka 
perlindungan hukum.

Restorative	 :	pemulihan.

Shame culture	 :	sanksi ini berkaitan dengan pemulihan 
martabat dan rasa malu.

Sistem paroan	 :	bagi hasil.

Social control	 :	berbagai proses, mekanisme, dan teknik—
baik direncanakan maupun tidak—yang 
dilakukan oleh individu, kelompok, atau 
lembaga untuk mengajak, membimbing, 
atau memaksa masyarakat mematuhi 
nilai dan norma sosial yang berlaku. 

Socio-legal research	 :	pendekatan yang memadukan kajian 
norma (apa yang seharusnya) dengan 
realitas sosial (apa yang terjadi).

Socio-Legal	 :	pendekatan Empiris.

State law	 :	ada lah  i s t i l ah  yang  memi l ik i 
beberapa makna tergantung konteks 
penggunaannya, tetapi secara umum 
berarti hukum yang dibuat dan berlaku 
dalam suatu negara atau negara bagian 
sebagai produk otoritas negara.

Struktur sosial	 :	tatanan, kerangka, atau susunan 
hubungan timbal balik antarposisi dan 
peranan individu/kelompok dalam 
masyarakat yang membentuk perilaku 
berulang dan keteraturan sosial. 

Sumando	 :	menantu laki-laki, yaitu sebutan bagi 
suami yang tinggal di rumah atau 
lingkungan keluarga istrinya. 
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Sustainability	 :	sus t a i nabi l i t y  ( keb e r l anjut an ) 
adalah konsep yang menekankan 
pemenuhan kebutuhan masa kini 
tanpa mengorbankan kemampuan 
generasi mendatang untuk memenuhi 
kebutuhannya.

Syara’ Basandi Kitabullah	 :	adalah “adat bersendikan syariat, syariat 
bersendikan Kitabullah (Al-Qur’an)”. 
Falsafah ini menegaskan bahwa segala 
adat istiadat dan kehidupan masyarakat 
harus berdasarkan hukum Islam yang 
merujuk pada Al-Qur’an dan Hadis.

Tana Toa	 :	arti bahasa Kajang, Sulawesi Selatan, 
yang berarti “Tanah Tertua” atau “Tanah 
Warisan Leluhur”. Istilah ini merujuk 
pada wilayah adat Suku Kajang di 
Kabupaten Bulukumba, yang diyakini 
sebagai tempat pertama yang diciptakan 
Tuhan di muka bumi.

Tanah ulayat	 :	bidang tanah beserta sumber daya alam 
di atasnya yang dikuasai dan dikelola 
secara kolektif oleh suatu masyarakat 
hukum adat tertentu berdasarkan norma 
adat setempat.

Teritorial	 :	keterikatan pada wilayah tempat tinggal.

Tongkonan	 :	rumah adat yang menjadi pusat identitas 
keluarga besar.

Transformasi	 :	proses perubahan bentuk, struktur, sifat, 
atau sistem dari suatu kondisi ke kondisi 
lain yang berbeda, baik secara bertahap 
maupun cepat, dengan tujuan mencapai 
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keadaan yang lebih baik atau lebih sesuai 
kebutuhan.

Ulayat	 :	berasal dari bahasa Arab wilayah, yang 
berarti kekuasaan atau kewenangan.

Upacara tolak bala	 :	ritual adat dan keagamaan yang bertujuan 
memohon perlindungan kepada Tuhan 
agar masyarakat terhindar dari bencana, 
wabah penyakit, gangguan makhluk 
halus, maupun musibah lainnya. 

Uxorilokal	 :	adat menetap setelah menikah di mana 
pasangan suami istri tinggal di sekitar 
kediaman kerabat atau keluarga istri.

Virilokal	 :	pola menetap setelah perkawinan di mana 
pasangan suami istri tinggal bersama 
atau di dekat kediaman kerabat suami.

Volksgeist	 :	istilah dari bahasa Jerman yang berarti 
“jiwa bangsa” atau semangat rakyat. 
Dalam ilmu hukum dan filsafat hukum, 
konsep ini merujuk pada gagasan bahwa 
hukum lahir, tumbuh, dan berkembang 
dari nilai, budaya, serta kesadaran 
masyarakat itu sendiri.

Way of life	 :	pandangan hidup, cara hidup, gaya hidup, 
atau pedoman hidup.

Weltanschauung	 :	pandangan dunia, pandangan hidup, atau 
cara pandang terhadap realitas, nilai, dan 
tujuan hidup. 

Wettenrecht	 :	hukum perundang-undangan
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